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<b>ABSTRAK</b><br>

K etentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib
Pajak yang telah memenunhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan
untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing
documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan
perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto
melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesiawajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer
pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sgjumlah transaks &filiasi, salah
satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta
tersebut, PT FGD Indonesiawajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga
pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer
pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha dengan terpenuhinyatiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewagjaran
utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan
pola pemeriksaan serta dari sist Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas
pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnyainformasi serta pemberian data yang cukup
lama oleh Wagjib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar
perusahaan di Indonesia hambatan substansi.
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<b>ABSTRAK</b><br>

The provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers
who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the
arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesiais a Taxpayer
with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia
has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesiais obliged to hold documentation
of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one
of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesiais required
to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills
the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesiain


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20465658&lokasi=lokal

implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm
rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the
reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen
from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and
from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer
pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of
information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned
by most companiesin Indonesia substance barrier .



